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ABSTRAK 

 
Kebijakan dasar dalam hukum ketenagakerjaan adalah melindungi pihak yang 

lemah, dalam hal ini pekerja/buruh, dari kesewenang-wenangan majikan/pengusaha 

yang dapat timbul dalam hubungan kerja dengan tujuan memberikan perlindungan 

hukum dan mewujudkan keadilan sosial. Keberadaan pengawasan ketenagakerjaan 

merupakan bentuk perlindungan pihak lemah, dalam melakukan dalam penegakan 

khusus pidana selama ini  belum optimal dalam perspektik keadilan. Sanksi pidana 

ringan sehingga masih saja bentuk pelanggaran-pelanggaran dari perusahaan. 

Seperti perusahaan yang menghalang-halangi tugas pengawasan ketenagakerjaan 

seperti kasus PT. Hungseng Kreasindo Gravure Indonesia dan kasus PT. Siemens 

Indonesia berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor: 

2/Pid.C/2019/PN.Ck dan Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor: 

4/Pid.Tipiring/2016/PN.Srg sanksi pidana tidak sesuai dengan rasa keadilan. 

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah bersifat Yuridis 

Normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual dan kasus. Teknik 

pengumpulan data sekunder dan Teknik analisa data dengan deskriptif analitis.  

Hasil penelitian optimalisasi tindak pidana di bidang ketenagakerjaan dalam 

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pengawasan Perburuhan dibedakan 

dalam bentuk kejahatan dan pelanggaran. Subjek yang diancam pidana terdiri atas 

pengawas ketenagakerjaan dan pengusaha. Penerapan sanksinya dilakukan secara 

alternatif, yaitu pelaku tindak pidana penjara saja, atau denda saja. Hal ini tidak 

dimungkinkan sanksi tersebut dijatuhkan saksi yang bersifat komulatif dengan 

redaksi “pidana penjara dan/atau denda”, tetapi bersifat alternatif dengan redaksi 

“pidana penjara atau denda”, juga tidak menganut sanksi minimal dan sanksi 

maksimal khusus. Nominal hukuman kurungan selama -lamanya 3 bulan atau denda 

yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) hanya sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah) 

yang tidak relevan untuk digunakan masa sekarang. Putusan tindak pidana ringan 

terhadap perusahaan dikhawatirkan tidak membuat efek jera bagi perusahaan, 

karena sistem pengenaan saksi pidana kurang memenuhi rasa keadilan yang 

bermartabat, karena memakai sistem alternatif (atau), yaitu saksi pidana ringan atau 

denda yang nominalnya sudah tidak relevan lagi untuk masa sekarang. Sehingga 

sanksi pidana ketenagakerjaan akan lebih bisa mewujudkan keadilan yang 

bermartabat apabila memakai sistem pidana penjara 1 tahun dan paling banyak 2 

tahun dan nominal denda seperti nominal denda dalam Undang-Undang Nomor 13 

Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang besarnya paling sedikit Rp. 5.000.000,- 

(lima juta rupiah) dan paling banyak sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta 

rupiah).  
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Abstract 
 

The basic policy in labor law is to protect the weak, in this case, the 

worker/laborer, from the arbitrariness of the employer/employer that can arise in 

a working relationship to provide legal protection and realize social justice. The 

existence of labor inspection is a form of protection for the weak, in carrying out 

special criminal enforcement so far it has not been optimal from the perspective of 

justice. Mild criminal sanctions so that there are still forms of violations from the 

company. Like a company that obstructs the task of labor inspection, such as the 

case of PT. Hungseng Kreasindo Gravure Indonesia and the PT. Siemens 

Indonesia, based on the Decision of the Cikarang District Court Number: 

2/Pid.C/2019/PN.Ck and the Decision of the Serang District Court Number: 

4/Pid.Tipiring/2016/PN.Srg, criminal sanctions are not following a sense of justice. 

The research method used in this paper is normative juridical with statutory, 

conceptual, and case approaches. Secondary data collection techniques and data 

analysis techniques with analytical descriptive. 

The results of research on optimizing criminal acts in the field of employment 

in Law Number 3 of 1951 concerning Labor Inspection are distinguished in the 

form of crimes and violations. Subjects subject to criminal penalties consist of labor 

inspectors and employers. The application of sanctions is carried out alternatively, 

namely only imprisonment for criminal acts, or only fines. It is not possible for the 

witness to impose cumulative sanctions with the editorial "imprisonment and/or 

fines", but are alternative with the editorial "imprisonment or fines", nor do they 

adhere to specific minimum and maximum sanctions. The nominal penalty for 

imprisonment for a maximum of 3 months or the fine referred to in Article 6 

paragraph (4) is only Rp. 500,- (five hundred rupiahs) which is irrelevant for 

today's use. It is feared that decisions for misdemeanor crimes against companies 

will not create a deterrent effect for companies, because the criminal witness 

imposition system does not fulfill a dignified sense of justice. After all, it uses an 

alternative system (or), namely minor criminal witnesses or fines whose nominal 

value is no longer relevant today. So that labor criminal sanctions will be more 

able to realize dignified justice if they use a prison sentence system of 1 year and a 

maximum of 2 years and a nominal fine such as the nominal fine in Law Number 

13 of 2003 concerning Manpower, the amount of which is at least Rp. 5,000,000.- 

(five million rupiah) and a maximum of Rp. 500,000,000 (five hundred million 

rupiah). 
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